Melodrama Samb

ERAKHIR sudah
B masa penantian ma-
syarakat  tentang
ujung dari perkara pembu-
nuhan brigadier Joshua oleh
" Fredy Sambo cs. Majelis Ha-
kim PN Jakarta Selatan telah
mengakhiri tugasnya dengan
menjatuhkan - pidana mati
terhadap Freddy Sambo dan
20 tahun penjara untuk
istrinya Putri Candrawathi,
karena keduanya terbukti
melakukan tindak pidana
pembunuhan berencana se-
bagaimana didakwakan da-
Jam pasal 340 KUHP, sebuah
pasal yang mengatur kejahat-
an paling berat yang berada
dalam KUHP. e
Dalam tulisan saya di hari-
an ini tanggal 8 November
2022 dengan judul “Menerka
Kasus Sambo” dan tanggal 27
Januari 2023 berjudul "Me-

nunggu Vonis Afiil”, telah di-

araikan berbagal kem}mgkjn_
an yang akan terjadi terha-

dap kasus Freddy Sambo ini. -

Tanpa bermaksud mengo-
. mentari putusan Hakim ini,
paling tidak dari Qppk ma-
syarakat, putusan 1ni sesual
dengan keinginan atau ha-
rapan masyarakat dan ke-
luatrganya.
" Masyarakat menginginkan
bahwa hukum harus ditegak-
kan kepada siapapun walau-
/ pun asalnya pesimis mengin-
gat kedudukan sosial dan ja-
batan dari terdakwa, tetapi
akhirnya majelis hakim
mengimplementasikan ada-
gium fiat justitia ruat cae-
lum, tegakan keadilan wa-
laupun langit akan runtuh.
Ada pembelajaran dari ka-
sus Sambo ini. Pertama, su-
dah saatnya slogan reformasi
kepolisian itu diimplemen-
tasikan dalam berbagal kebi-
jakan yang diambil oleh pim-

pinan Polri. Bahkan, mung-
kin presiden harus segera
bertindak untuk melakukan
reformasi besar-besaran di
tubuh polri dengan mengam-
bil momentum kasus Sambo.

Jangan biarkan Polri berja-
lan tanpa arah tujuan yang
jelas, Polri harus dikembali-
kan pada fungsinya yaitu

penjaga ketertiban dan ke-*

amanan masyarakat.

Polri harus betul-betul
menjadi bhayangkara yang
dalam menjalankan fungsi-
nya semata-mata untuk ke-
pentingan keamanan masya-
rakat. Polri harus berbenah
diri lebih cepat bahwa prak-
tik-praktik mempermainkan
perkara (kalau ada) dan ber-
tindak arogan terhadap ma-
syarakat (lihat kasus tabrak-
an dengan mahasiswa UI)
adalah suatu perbuatan yang
hanya akan mencoreng insti-
tusi Polri.

Kedua, masyarakat juga
jangan kendor mengawasi se-
tiap tindak tanduk dan lang-
kah kepolisian dalam men-
jalankan tugas dan fungsinya,
suka atau tidak suka masya-
rakat tetap memerlukan ke-
hadirannya.

Polisi adalah garda terde-
pan dalam penanggulangan
dan pemberantasan kejahat-
an. Polisi adalah subsistem

pertama dari apa yang dise-

but dengan sistem peradilan
pidana (criminal justice sys-
tern). Baik buruknya suatu
perkara atau laju,atau tidak-
nya suatu perkara yang ma-
suk ke dalam sistem peradil-
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an pidana dimulai dari sub-
sistem kepolisian.,
Kewajiban ~ masyarakat
mengawasi Polri menunjuk-
kan bahwa masyarakat betul-
betul menginginkan polisi itu
sebagai abdi masyarakat, bu-
kan abdi kekuasaan. Pengab-
dian kepolisian harus diuta-
makan semata-mata untuk
menciptakan keamanan dan
ketertiban sehingga masya-
rakat terbebas dari gangguan.

Kontroversi

Perdebatan tentang cocok
tidaknya hukuman mati ber-
ada dalam sistem hukum
pidana, sampai sekarang be-
lum ada kesamaan pendapat.
Dunia masih terbelah dalam
menyikapi hukuman mati ini.

Sebagian negara barat te-
lah “menghapus hukuman
mati dalam KUHP-nya de-
ngan alasan bahwa setiap
manusia mempunyai hak hi-
dup sebagaimana tercantum
dalam deklarasi hak asasi
manusia. Dalam deklarasi ini
dikatakan bahwa tidak ada
seorangpun yang berhak me-
renggut nyawa seseorang se-
kalipun itu negara.

Tegasnya, tidak ada hak
mati yang ada adalah hak hi-

* dup. Sebagian besar negara-

negara lainnya masih meng-
anut hukuman mati dalam
KUHP-nya dengan alasan
bahwa jenis hukuman ini
masih sesuai dengan kondisi
objektif dari negara masing-
masing terutama untuk
pencegahan kejahatan.
Meskipun ada negara yang
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berbeda dengan kedua blok
ini, mereka masih mencan-
tumkan hukuman ‘mati da-
Jam KUHP-nya. Akan tetapi,
dalam praktiknya, hukuman
mati tersebut'tidak pernah
dilaksanakan.

KUHP kita mdsih meng-
anut hukuman mati sebagai
hukuman pokok (vide pasal
10 KUHP Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1946), kon-
sekuensinya hakim wajib
menjatuhkan hukuman ini
kepada terdakwa manakala
semua perbuatan terdakwa
terbukti secara sah dan me-
yakinkan. Itulah yang men-
dasari kenapa majelis hakim
Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan menjatuhkan hu-
kuman mati terhadap Freddy
Sambo, terlepas dari berbagai
harapan masyarakat dan

keluarganya serta pembuk-

tian di persidangan.

Majelis Hakim masih le-
luasa_dengan mendasarkan
Pasal 10 KUHP dalam men-
jatuhkan hukuman. Lain hal-
nya apabila KUHP yang baru
berdasarkan  Undang-Un-
dang Nomor 1 Tahun 2023,
sudah berlaku (tiga tahun la-
gi) maka majelis hakim tidak
terikat lagi dengan ketentuan
‘hukuman mati ini. Soalnya,

" sudah dikeluarkan dari hu-

kuman pokok, dus menjadi
hukuman alternatif.
Masyarakat harus juga me-
ngerti bahwa kasus ini belum
selesai dalam arti sudah
mempunyai kekuatan hukum
yang tetap (inkracht van de
gewijsde  zaak), terdakwa
dan penasihat hukumnya
masih mempunyai upaya
hukum yaitu banding dan
kasasi. Dengan demikian, ke-
mungkinan hukuman terha-
‘dap Freddy Sambo il dapat
berubah masih terbuka. Ma-

gempa

KORBAN  gempa
Turki 37.000 orang.

- Mitigasi bencana sa-
ngat penting.

ditipu

JEMAAH umrah
kembeali ditipu.

- Orang jujur menjadi
minoritas.

ribut

CINA dan AS kembali
ribut.

- Berdamai itu lebih
indah.

Jelis hakim pada pengadilan
tinggi dan Mahkamah Agung
bisa saja mengubah putusan
hukuman mati ini atau men-
guatkan.

Putusan bisa berubah lebih
ringan apabila penasihat hu-
kum dapat menggugurkan
semua argument atau per-
timbangan hukum majelis

_hakim pada pengadilan ting-

kat pertama. :
Kendati pun tidak mela-
kukan upaya hukum lain,
Freddy Sambo dapat me-
nunggu berlakunya KUHP
baru, yang dalam salah satu
ketentuannya mengatakan,
hukuman mati tidak boleh
dilaksanakan dengan serta-
merta, akan tetapi harus me-
nunggu 10 tahun untuk meli-
hat apakah dalam masa teng-
gang 10 tahun tersebut terpi-
dana berbuat baik atau tidak.
Apabila berkelakuan baik,
hukumannya dapat berubah
menjadi hukuman seumur
hidup atau 20 tahun.***
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